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KPU Bantul Tetapkan DPSHP 742.864 Pemilih

Eksekutif Diminta Jaga Stabilitas Daerah
SLEMAN (KR) - Tahun 2023 ini

merupakan tahun politik dalam

menghadapi Pemilihan Legislatif

(Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres)

maupun Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada). Pada HUT ke-107 Kabu-

paten Sleman, Bupati Sleman dan

jajarannya diminta untuk terus

menjaga stabilitas daerah supaya ti-

dak terjadi perpecahan di masyara-

kat. 

Ketua DPRD Sleman, Haris Sugi-

harta SIP, mengatakan pada 15 Mei

2023 ini, Kabupaten Sleman genap

berusia 107 tahun. Dengan usia yang

sudah tidak muda lagi, Pemkab

Sleman seharusnya lebih matang lagi

dalam menjaga stabilitas daerah khu-

susnya pada tahun politik. 

”Kami berharap, HUT ke-107

Kabupaten Sleman menjadikan mo-

men untuk mengeratkan persatuan

dan kesatuan. Karena tahun politik

ini sangat rawan terjadi perpecahan

kalau tidak diantisipasi sejak

sekarang,” jelas Haris Minggu

(14/5).

Haris juga meminta sinergi antara

eksekutif dan legislatif untuk terus

ditingkatkan. Hal itu untuk mewu-

judkan Kabupaten Sleman yang

lebih maju dalam segi pembangun-

an daerah. 

”Kami minta komunikasi yang sela-

ma ini sudah terjalin supaya terus di-

tingkatkan. Dengan komunikasi yang

baik, otomatis akan mudah mencari

solusi secara bersama-sama dalam

memecahkan masalah sosial yang di-

hadapi masyarakat,” terangnya. 

Di samping itu, pascapandemi

Covid-19 ini memang masih menjadi

tantangan sendiri khususnya dalam

menjaga stabilitas ekonomi. Pihak-

nya meminta kepada Bupati dan ja-

jarannya, HUT ke-107 ini menjadi

momen untuk menjaga stabilitas

dan meningkatkan ekonomi masya-

rakat.  ”Kami berharap program

dari eksekutif itu langsung menyen-

tuh masyarakat. Sehingga nantinya

dapat meningkatkan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat,” ucap politisi

dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dengan nantinya ada jalan Yogya-

Bawen dan Yogya-Solo, diharapkan

pemerintah daerah menangkap pe-

luang tersebut supaya dapat me-

ningkatkan potensi ekonomi dan

pariwisata Kabupaten Sleman.

Sehingga nantinya dapat mening-

katkan PAD.  

”Dengan adanya tol itu, kami ber-

harap dapat meningkatan tingkat

kunjungan wisatawan ke Sleman.

Jangan sampai Sleman itu hanya

sebagai tempat lewat saja tapi harus

jadi tempat ‘jujugan’ dan menginap

wisatawan,” pintanya. (Sni)-f

Penetapan DPSHP ini

dilakukan dalam rapat

pleno terbuka yang di-

hadiri oleh perwakilan

partai politik, Bawaslu

Bantul, Polres Bantul,

Kodim 0729 Bantul, Dinas

Kependudukan dan Cata-

tan Sipil, Badan Kes-

bangpol serta perwakilan

PPK se-Kabupaten

Bantul.

Ketua Divisi Perencana-

an, Data dan Informasi

KPU Bantul, Wuri Rah-

mawati, menjelaskan data

pemilih DPSHP ini meru-

pakan hasil perbaikan

DPS yang diperoleh dari

masukan dan tanggapan

selama rentang waktu 12

April sampai dengan 2 Mei

2023. Dalam perbaikan

DPS ini terdapat pemilih

baru sebanyak 838 pemi-

lih, pemilih tidak me-

menuhi syarat sebanyak

2.988 pemilih dan perbaik-

an elemen data pemilih se-

banyak 5.959. 

Wuri menjelaskan, un-

tuk pemilih yang tidak

memenuhi syarat ini di-

antaranya karena mening-

gal, data ganda, anggota

TNI- Polri, pindah domisili

serta adanya pemilih TPS

reguler yang menjadi pe-

milih di TPS lokasi

khusus.

Pada kesempatan yang

sama Ketua KPU Bantul,

Didik Joko Nugroho,

mengungkapkan terdapat

penambahan 1 TPS lokasi

khusus di Bantul yang

bertempat di Universitas

Muhammadiyah Yogya-

karta. Sehingga jumlah

TPS lokasi khusus di

Bantul pada tahapan DP-

SHP ini sebanyak 18 TPS,

tersebar di 8 lokasi yaitu

Universitas Ahmad Dah-

lan, Islamic Center Bin

Baz, Balai Pelayanan So-

sial Tresna Wreda, Rutan

kelas IIB Bantul, Ponpes

Ali Maksum, Ponpes An

Nur, Ponpes  Al Munawir

dan Universitas Muham-

madiyah Yogyakarta.

Lebih lanjut Didik me-

nuturkan bahwa pascape-

netapan DPSHP Tingkat

Kabupaten Bantul, selan-

jutnya daftar pemilih akan

dicetak dan diumumkan

di 75 Kalurahan mulai

tanggal 17 sampa dengan

23 Mei 2023. Masyarakat

dapat memberikan ma-

sukan dan tanggapan

melalui Panitia Pemu-

ngutan Suara (PPS), Pa-

nitia Pemilihan Kecama-

tan (PPK) atau KPU

Bantul apabila masih ada

pemilih memenuhi syarat

yang belum terdaftar, pe-

milih tidak memenuhi

syarat yang masih terda-

pat dalam daftar pemilih

atau pemilih yang melaku-

kan perbaikan elemen da-

ta sesuai dokumen admi-

nistrasi kependudukan

yang sah.  

”Masyarakat juga dapat

secara aktif memastikan

terdaftar atau belum seba-

gai pemilih dengan me-

ngunjungi laman

www.cekdptonline.kpu.go.

id,” pungkasnya. 

(Jdm)-f

BANTUL (KR) - KPU Bantul menetapkan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DP-

SHP) tingkat Kabupaten untuk Pemilu 2024 se-

banyak 742.864 pemilih, tersebar di 3.162 TPS

se-Kabupaten  Bantul. 

SENIN LEGI,  15  MEI 2023

( 24 SAWAL 1956 )

2023 TERDAPAT 17 RIBU RTLH

Pemkab Akan Rehab 325 Unit Rumah
WONOSARI (KR) - Pemkab Gu-

nungkidul  tahun ini akan  merehab se-

banyak  325 unit Rumah Tak Layak Huni

(RTLH). Jumlah tersebut relatif kecil di-

banding jumlah rumah yang kondisinya

tidak layak huni sebanyak kurang lebih

17.000 RTLH. Kepala Bidang Peruma-

han, Dinas Pekerjaan Umum Peruma-

han Rakyat dan Kawasan Permukiman

(DPUPRKP) Gunungkidul, Nur Giyanto

mengatakan, perbaikan RTLH meru-

pakan program rutin yang dilaksanakan

setiap tahun meskipun hingga sekarang

jumlah RTLH masih cukup banyak.

”Pemkab terus berupaya agar setiap war-

ga di Kabupaten Gunungkidul  bisa me-

miliki tempat tinggal yang layak,”

katanya, kemarin.

Karena jumlahnya mencapai belasan

ribu maka untuk program  penyelesaian-

nya  membutuhkan waktu dan selalu dis-

esuaikan dengan kemampuan anggaran

yang dimiliki. Misalnya untuk tahun ini

hanya ada perbaikan sebanyak 325 unit,

sedangkan di 2022 lalu sebanyak 400

unit. Sasaran perbaikan RTLH tahun ini

tersebar di 77 kalurahan di 18 ka-

panewon. Rencananya setiap keluarga

penerima manfaat mendapatkan bantu-

an stimulan sebesar Rp 20 juta dengan

total anggaran untuk  RTLH  2023 sebe-

sar  Rp 6,5 miliar. Adapun proses perbaik-

an sudah melalui tahap verifikasi vali-

dasi,  termasuk pembuatan rekening un-

tuk penyaluran bantuan bagi penerima

manfaat. ”Untuk pelaksanaannya  ber-

gantung dengan kesiapan dari penerima

manfaat,” ujarnya. 

Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta se-

belumnya  menargetkan kemiskinan  da-

pat turun menjadi 13 persen pada tahun

anggaran   2024 mendatang dan pihak-

nya  optimistis target ini bisa direalisasi

karena  pertumbuhan ekonomi  selama

ini yang terus membaik.  Jika  perekono-

mian  semakin membaik  diharapkan da-

pat memberikan dampak signifikan da-

lam upaya pengentasan kemiskinan  di

Kabupaten  Gunungkidul. Termasuk un-

tuk memperbaiki permukiman warga

yang hingga saat ini masih terdapat be-

lasan ribu rumah tidak layak huni.

Meskipun  demikian diakui bahwa  upa-

ya menurunkan angka kemiskinan tidak

mudah  ”Pada tahun  2021-2022  penu-

runan hampir mencapai 2 persen,  dari

17,69 persen menjadi 15,86 persen,”

ujarnya. (Bmp)-f

ASET BELUM BERFUNGSI OPTIMAL

Banggar Minta Pemkab Upaya Kelola Kembali

PENGASIH (KR) - Pemerintah kabupa-

ten (Pemkab) Kulonprogo diminta Badan

Anggaran (Banggar) DPRD untuk melaku-

kan upaya pengelolaan kembali aset da-

erah yang mangkrak atau belum berfungsi

secara optimal seperti Gerbang Samudra

Raksa, Dermaga Adikarto dan lainnya.

Sehingga ke depan terhadap aset tersebut

bisa memberikan nilai kemanfaatan terha-

dap perkembangan pembangunan di

Kulonprogo.

Hal itu dikatakan H Priyo Santoso SH

MH dalam pandangan umum Badan

Anggaran terhadap Raperda Pertanggung-

jawaban Pelaksanaan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2022, di Ruang Kresna Gedung

DPRD Kulonprogo, Kamis sore (11/5).

”Dalam hal pendapatan, pemerintah da-

erah dapat melakukan inovasi dan perbaik-

an sistem dalam pengelolaan potensi pajak

dan retribusi sehingga bisa menjadikan

treatment peningkatan pendapatan bagi

daerah,” ujarnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Kulonprogo Drs

Tri Saktiyana MSi menyatakan hasil pe-

meriksaan BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun

2022, untuk ke-10 kalinya Kabupaten

Kulonprogo kembali memperoleh opini

ìWajar Tanpa Pengecualianî (WTP). 

”Capaian ini hasil dari kerja sama selu-

ruh komponen daerah dalam pengelolaan

APBD. Ini merupakan sebuah bentuk per-

tanggungjawaban kita kepada masyarakat

terhadap cita-cita  bersama yaitu terseleng-

garanya pemerintahan yang transparan

dan akuntabel,” ujarnya. (Wid)-f

KR-Widiastuti 

Rapur Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.


